
II&SIL SIMXHOIHSASI

RAI{PERDA TEITTANGPEMBE}TTT'IL{N DAN SUSUITAN PERAI{GI(AT
DAERATI PROVINSI SUMATERA UTARA

SADAN PEMBEFTTUKAN FEKATT,RAFT DAERAH ?EIAH MEI\IYUsUN
HASIL SINKRONISASI MUATAN RANPERDA SEBAGAI BAHAN IVIASUKAN

BAGI FRAKSI-FRAKSI DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM
MENYUSUN PENDAPAT AKHIR FRAKSI, YAKNI SEBAGAI BERTKUT:

BEH{}ASAHKAN HASIT SINKRtr}fiSASI, MAKA:

1. Pad.a Pasal3 huruf D poirl4 "upr Khusus RS umum Haji l\,Iedan,,da11
"uPT Khusus RS Jiwa prof. DR. M. Ildrem, dihapus untuk diatur
dalam Peraturan Guhernur

f" Fada Hes&I $ huruf fj pottt 6, sDiltas Pertnberdayaan peretnpu.an,

Perlind.ungan Anarl" menjadi "Dinas pemberdayaan perempuan,
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana,,

3. Pada Pasal 3 huruf D poin zo "Dinas Kepeududukan, catatan siplr
rneqiadi *Dinas Kependudulran, catatan gipil, da::. perubertlayaan

Masyarakat Desa"

4. Pada Pasa] 3 huruf D poin g "Dinas pekerjaan lJmum,, semula
menyelen€garakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umrrrrL
roenj*di pke4aan uffiuilr (iasa le*n*truksi da:r sumkr daya airi

5. Pada Pasal 3 huruf D poin g *Dinas perumahan dan Kawasan
Permukiman" meqjadi "Dinas perumahan, Kawasan permukiman,

dan Tata Ruaag"

6" Fsds Hssal $ huruf b poin 11 sDinas 1{e.hutsnfr,rr* r'aenj*di *giin*s

Kehutanan dan Lingkungan Hidup,,

7. Pada Fasal 3 huruf D poin 1? "Dinas pertanian" menyelenggaraka::
hielang urusan tanameEan Fensani ketahanan pangan dan.
hoitikultura

8. Pada Pasal 3 huruf D poin 13 "Dinas Perkebunan dan peternakan,,

menyelengarakan bidang sub wusan nerkebunarl dan sub unJsan
peteneakan +-



9. Frda Fas*}3 huruf D pCIin I4 *Sat:uarr Folisi knnong praja" ditambah

sub urusan kebakaran

10. Penyesrraian substansi Pasal 6 berdasarkan Pasal 94 Peraturan

Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Peru'rahen atas Peraturan

Femcrintah tentftns Perangkirt llaerah, Ayat (s} dan {4 dihapus urtxrk
diatur dalarn Peraturan Gubernur

11. Perubahan Pasal 10 Ayat (3) menjadi "Pembentukan cabang dinas

setragaimana climaksud. pada ayat (1), dialkukan denga:r kriteria
beban ke4a, luas wilayah dar tingl*at k*sulitan letak geografis"

berdasarkan Pasal 22 PP Nomor 18 tahun 2016 dan pasal 2 dan B
Permendagri Nomor 12 Tahun 2oL7 tentang pedoman pembentukan

darr Klasifikasi Cabang Dinas r;lan Unit Pelaksana Teknis Daerah
1?. Fenarnbah*r Ketentuan l;*in-Lain paxal 13 yang trrengetur Uabatan

ad"ministrator dan pengav/as yang disetarakan, diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,,

I}A}A]I{ Pfi I$,IBfr NTTII+IN FIiITATURAN T}A SfiAH
DPRD PRO\IINSI SUMA'TERA UTAT{.A

THOI{AS DACI{I, SH

Ketua,


